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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tinglcat I KaUrnan1an Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tent:ang Pajak Bt.rni clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nanor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahon 1994 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Reptbik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahl.111997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
lnclone$ia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Replblik Indonesia Nomor 3655) sebagai'nana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republk lndonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0010r 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubfik Indonesia TahUl'l 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanta.ng Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negcn 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengetolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb1ngunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerin1ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemba.ran Nega"a 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba.ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl.m 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerirtah Nanor 109 Tahun 2000 ten1ang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakl1 Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesja Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Replb6k Indonesia Nomor 4138); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahu, 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahw, 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfilc Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 ten1ang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor94, Tambahan Lembaran Negara Republklndonesia Nomor 4540); 
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17.Peraturan Pernerintah Nomor 23 T~hun 2005 tenta11g Perjgelolaan Keuangar: Badan Layanan Urnum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 413 1 Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502); 

18.Peraturan PemE-'fintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntmsi Pemerintah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4503); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah {lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4574); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten1af'lg Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2005 Norror 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pfflierintah Nomor 56 Tahun 2005 ten1ang Sist&m lnformasi Keuengan Daerah (Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22.Peraturan Pemerirtah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 
Nomcr 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerat, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia iahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Petayanan 
MinimaJ {Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara 
Rapublik lr.-donesia Nomor 4593); 



Menetapkan 
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26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614): 

27. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28.Peraturan Oaerah Provinsi Kalimantan Tenph Nomor 01 Tahun 2006 tent.ang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2006; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahu, 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Betanja Oaerah Tahun Anggaran 2006; 

30.Peraturan Gubemur Kalimantan lengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan da.n 
Belanja Daerah Tattun Anggaran 2006. 

31.Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Penda,:atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. 

Dengan Penetujua.n Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 
PRCMNSI KAUMANTANTENGAH 

dan 

GUBERNUR KAUMANTAN TENGAH 

MEMUlUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAN\I ANGGARAN PEN,APATAN DAN 
BELANJA DAERAH TA.HUN ANGGARAN 2006. 
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Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan mernuat : 
a. L.aporan realisas.i anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan usaha mifik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan reafisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2006 sebagai berikut : 
a. Pendapatan ........ ............... Rp. 889.459.522.942.97 
b. Belanja ............................... BP· 840.51~.196.973.52 

Surplus ..................................................... _..................... Rp. 48.946.625.969,45 
c. Pembiayaan 

• Penerimaan .................. Rp. 93.8a3.129.605,55 
- Pengeluaran ................. Rp. 142.754i455.575.00 
Defisit .............................................................................. Rp. 48.946.625.969,45 

Pasal 3 

Uraian laporan reaffsasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 
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(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.63.240.322.342,97 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 826.219200.600,00 
b. Reafisasi Rp. 889.459.522.942.97 

Selisih lebih Rp. 63.240.322.342,97 

(2) Selis.ih anggaran dengan realisasi betanja sejumlah Rp.63.268.803.026,48 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 903. 782.000.0CXl,OO 
b. Realisasi Rp. 840.513.196.973,52 

Selisih kurang Rp. 63.268.803.028,48 

(3) Selisih anggaran dengan reatisasi defisit sejumtah Rp.126.509.125.370,45 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Defisit setelah perubahan Rp. 77.562.799.400,00 
b. Reaffsasi BQ. 48.946.325.969,45 

Sefisih kurang Rp. 126.500.125.369.45 

(4) Selisih anggaran dengan reali$asi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.245.330.205,55 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Arggarm penerimaan pembiayaan setefah penbahan Rp. 93.562.799.400,00 
b. Realisn ~Rr:>~--~93=.808J,,&&~·129=-805=,55=-

Selisih lebih Rp. 245.330.205,55 

{5) Sefisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumfah Rp.126.754.455.575.00 dengan rincian 
sebagai berikut : 
a. Arggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.000.000.000,00 
b. Reafisasi ...... R12s:;.;;•_1 ___ 4=2 __ • 7~~--•4...;;:55=.5 ...... 75wa,OO ..... 

Selisih lebih Rp. 126. 754.455.575,00 



(6) Selisih arggaran dengan realsasi pembiayaan neto sejumlah Rp.126.SCS.125.370,45 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto setelah penbahan Rp. 77.582.799,400,00 
b. Reafisasi Bl!, 48.946.~5.$§9.4§ 

Selisih lebih Rp. 126.5(9.125.369,45 

Pasat 4 

Neraca sebagaimana dirnaksud pada Pasal 1 hunaf b per 31 Oe$ember 2006 sebagai barikut : 
a Jumlah aset Rp 2.764.213.259.584,00 
b. Jumlah l<ewajiban Rp 9.700.431,00 
c. Jumlah ekuitas dana Rp 2.764.203.559.153,00 

Pasai 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2006 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2006 
b Arus kas dali aktMtas operasi 
c. Arus kas dari aktMtas investasi aset non keuangan 
d. /.Jus kas dari aktMtas pembeyaan 
e. .Arus kas dari aktivitas non anggaran 
f. Saldo kas akhir per 31 ~ber 2006 

Rp 93.562.799.400,55 
Rp 332.158.175.214,83 
Rp 382.616.146.115,69 
Rp 
Rp 
Rp 124.383.974.8-29,00 
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Pasal 6 

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapa1an dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud pada Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Laporan Perhitungan APBD. 
b. Lampiran II Nota Perhitungan APB□. 
c. Lampiran Ill Laporan Aliran Kas. 
d. Lampiran IV Neraca Daerah. 

Pasal 8 

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tenting Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
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Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal 27 Juli 2007 

SEKRETARIS DAERAH 
PROViNSI KAUM AN TEf\lGAY, 

,. ____ , 
• ! ,, . ~~ i 
_;~j THAMPlJNAH SfNSENG 

// NIP. 530 004 212 
---··/\ ,!'f 

~· --- _::LEMBARAN DAERAH PROVINS I KAUMANT AN TENGAH 
TAHUN 2007NOMQR 3 

Pa!angka Raya 
27 Juli 2007 

l 
MANTAN T GAH, 


